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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Keadaan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia saat ini sedang 

mengalami kemerosotan. Kemerosotan tersebut disebabkan oleh adanya dominasi 

kekuasaan yang berupaya membatasi kebebasan warga negara untuk 

berpartisipasi, mengeluarkan pendapat baik dalam bentuk saran maupun kritikan. 

kemerosotan tersebut ditandai dengan ketidakbebasan bahkan banyak masyarakat 

yang tidak merasakan kesejateraan. Sehingga, banyak masyarakat yang belum 

menikmati atau merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Justru yang terjadi 

ialah kemiskinan, baik kemiskinan secara ekonomi maupun kemiskinan 

kesempatan untuk mengekspresikan atau mengaktualisasikan kemerdekaan yang 

sudah diraih oleh negeri ini. Hal ini tentu disebabkan oleh maraknya 

pembangunan dari atas. 

Pada masa Orde Baru, dominasi kekuasaan selalu ditandai dengan adanya 

pembangunan dari atas. Namun untuk mewujudkan hal itu, negara selalu 

menggunakan kekerasan, baik fisik maupun psikis seperti pembungkaman dan 

pemberangusan berbagai macam surat kabar atau dengan kata lain ketidakbebasan 

pers. Hal ini menunjukan bahwa dominasi kekuasaan era Orde Baru masih terus 

bergulir sampai dengan saat ini (era reformasi). Kekerasan tersebut, sudah secara 

otomatis akan menciptakan ketidakadilan. 

Dalam diskursus publik, hal yang seringkali diperdebatkan bahkan 

dipertanyakan ialah merosotnya pembangunan dari bawah, demokrasi serta 

keadilan sosial. Persis hal ini tampak dalam situasi demokratis Indonesia saat ini, 

di mana demokratisasi hanya dirasakan bahkan dimiliki oleh segelintir orang yang 

memiliki akses pada kekuasaan, sedangkan kelompok atau masyarakat kecil yang 

tidak memiliki akses pada kekuasaan terus mengalami penderitaan. Tidak hanya 

itu, kemerosotan demokrasi juga disebabkan adanya pembungkaman terhadap 

organisasi-organisasi masyarakat dan pers. Pers dan organisasi masyarakat saat ini 
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dikatakan sebagai pilar ke empat demokrasi, sebab eksistensi demokrasi hanya 

bisa ditentukan melalui pers yang bebas. 

Kebebasan pers secara prosedural dapat mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia, karena pembentukan pers secara mendasar berbasis pada 

asas keterbukaan dan kebebasan berpendapat. Meskipun demikian, hadirnya UU 

ITE secara tidak langsung membatasi kebebasan berpendapat setiap warga negara 

dan bahkan memperlemah sistem demokratisasi di Indonesia. Imajinasi kelompok 

superior (negara) berusaha untuk mendominasi segala aspek kehidupan warga 

negara dicapai melalui berbagai cara seperti stigma, prasangka bahkan melalui 

pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan tersebut tampak dalam pembatasan 

kebebasan, baik kebebasan untuk menyampaikan pendapat maupun kebebasan 

untuk berpartisipasi dalam ruang publik. 

Pembatasan tersebut ditandai dengan adanya diskriminasi kelompok-

kelompok tertentu yang dianggap terlalu kritis dalam menanggapi kebijakan 

negara yang dipandang kurang atau bahkan tidak berdayaguna bagi kehidupan 

warga negara. Hal ini tampak dalam tindakan elit politik, aparatur negara yang 

kerap kali melakukan tindakan korupsi. Akibatnya, melemahnya kepercayaan 

publik terhadap integritas dan kwalitas institusi-institusi publik, karena dianggap 

kurang bahkan tidak adil. Ketidakadilan sosial yang kerap kali terjadi 

mengafirmasi aspek kesadaran masyarakat tentang ketidakmerataan 

pembangunan, ekonomi dan politik yang diciptakan sendiri oleh negara, sebab 

ketimpangan distribusi ekonomi yang tidak adil dan merata akan berdampak pada 

penderitaan warga negara yang serba keterbatasan. 

Dengan demikian, hadirnya civil society bertujuan untuk menciptakan 

ruang publik yang bebas, menyelamatkan demokrasi agar tidak jatuh ketangan 

autokrasi yang totaliter sekaligus menyelamatkan warga negara dari arogansi 

kekuasaan yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM, ketidakadilan sosial, 

agar cita-cita dan harapan semua warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial 

dan mengekspresikan kebebasannya dapat tercapai. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Negara 

Fenomena ketidakadilan seperti pembangunan yang tidak merata dan 

korupsi yang merajalela merupakan alasan mendasar terbentuknya sebuah 

organisasi civil society. Tentu hal ini terdorong oleh rasa kepedulian dan 

perikemanusiaan terhadap sesama yang lain di tengah fenomena ketidakbebasan 

dan ketidakadilan, bahwasanya fenomena inilah yang menyebabkan kesejahteraan 

semakin menjauh dari kehidupan warga negara. Dengan kata lain, kurangnya 

keadilan sosial dan kebebasan menimbulkan kesejahteraan masyarakat jauh 

panggang dari api, sementara itu, negara memaksakan masyarakat untuk tunduk 

pada kekuasaan. 

Oleh sebab itu, negara yang menganut sistem demokrasi mestinya berpijak 

pada hakikat yang paling dasar yakni menciptakan manusia-manusia yang bebas 

tanpa harus mengendalikan oleh kebebasan orang lain, agar kemampuan rakyat 

untuk keluar dari penderitaan masa lalu dapat terealisasi. Dengan demikian, 

kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Karena itu, negara mesti menjadikan 

penegelaman masa lalu (Orde Baru), sebagai upaya untuk memulihkan selain 

ekonomi masyarakat, juga kebebasan masyarakat untuk menyampaikan 

pendapatnya. 

Pendapat atau kritikan dari masyarakat adalah sebuah kejujuran yang 

mesti dijadikan sebagai dasar dalam menentukan dan memutuskan kebijakan yang 

berdampak langsusng pada masyarakat, sehingga penyelewengan kebijakan 

sekaligus penyelewengan kekuasaan dapat diminimalisir. Dengan demikian, 

eksistensi civil society dalam sebuah negara, sudah sepantasnya dan selayaknya 

harus dijamin, sebab tanpa civil society, negara akan terjerumus ke dalam sistem 

totaliter dan sarat akan penyelewengan. 

5.2.2 Bagi Organisasi Civil Society 

Organisasi civil society merupakan sebuah organisasi yang secara 

konstitusi berada diluar pemerintahan, namun dalam sejarah reformasi, peran civil 

society memiliki rekam jejak yang justru melahirkan kebebasan bagi setiap warga 
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negara. Lahirnya reformasi merupakan sebuah perjuangan civil society, di mana 

ditandai adanya penggulingan rezim Soeharto pada masa Orde Baru yang 

dianggap terlalu bersikap autokrasi yang otoriter dalam memimpin negara yang 

plural ini. 

Namun, konsistensi civil society, kerap kali dipertanyakan, sebab 

praksisnya pergerakan atau perjuangan civil society saat ini dianggap masih jauh 

dari independensi, tetapi justru berjalan berdasarkan kepentingan kelompok-

kelompok tertentu. Artinya, perjuangan ini hampir pasti tidak murni berdasarkan 

suara rakyat tetapi berdasarkan suara kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 

Karena itu, untuk mempertahankan tegakknya demokrasi, eksistensi civil society 

mestinya terlepas dari intervensi kekuasaan, agar efektivitas cheks and balance 

dapat berjalan baik tanpa dikendalikan oleh sebuah kekuatan besar yakni 

pemerintah. 
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